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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksaan akad pada driver dan 

konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri 

Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan mengamati akad yang tidak 

sesuai aplikasi di shelter go-jek Embung Korpri Bandar Lampung.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akad yang terjadi antara 

driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi, dan bagaimana pandangan 

hukum islam tentang akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak seusuai 

aplikasi. 

Metode Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara 

dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai akad 

pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek 

Embung Korpri Bandar Lampung, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan 

norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari Al-Qur’an, hadits, 

buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, kepustakaan, dokumentasi, dan literature-literatur 

lainnya. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan 

akad pada driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi di shelter go-jek 

Embung Korpri Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa driver go-jek bisa memilih setuju 

atau bisa menolak untuk mengantarkan konsumen sesuai tujuan diaplikasi. Jika 

driver setuju maka terjadilah akad antara driver dan konsumen go-jek. Pandangan 

hukum Islam pada praktek pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di 

Shelter Go-jek Embung Korpri bertentangan dengan hukum Islam, akadnya 

menjadi fasid (rusak) serta  dapat merugikan pihak driver, hal ini disebabkan 

karena driver go-jek melakukan akad dengan konsumen untuk diantarkan ke 

lokasi yang tidak sesuai aplikasi dengan sengaja dan secara manual diluar pada 

aplikasi, dan hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh konsumen go-jek, 

dikarenakan kesalahan pada jaringan sinyal handphone atau titik lokasi yang 

dituju belum terdapat pada aplikasi go-jek yang menyebabkan pihak konsumen 

dengan terpaksa memesan dengan titik tujuan lokasi yang terdekat, dan dengan 

syarat pihak driver dengan konsumen saling sepakat menyetujui saling suka dan 

rela dengan tujuan tolong menolong baik dalam akadnya maupun dalam upah 

yang di berikan konsumen di luar aplikasi sebagai rasa terimakasih kepada driver 

go-jek, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 

Kata kunci: Akad, Go-Jek, Hukum Islam 
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MOTTO 

ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ  لِحًا مِّ ةً طيَِّبَةً  ۥمَنْ عَمِلَ صََٰ وَلَنَجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا   ۖ  حَيَ وَٰ
 ﴾ ۷۹لنحل,اسورة﴿﴾يَ عْمَلُونَ  ۖ  كَانوُا

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.”  

(Q.S. An-Nahl [2]: 97) 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal dan sebelum peneliti membahas lebih lanjut 

tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan untuk menghindari 

akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, 

maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul 

skripsi ini. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. 

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 

Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi” (Studi 

Pada Shelter Go-Jek Embug Korpri). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

antara lain: 

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, 

mempelajari dan sebagainya).
1
 

2. Hukum Islam  adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah 

Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang isalm dalam seluruh 

aspeknya.
2
 

3. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun 

ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.
3
 Pengertian 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, IV (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2
 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4. 



 
 
 
 
2 
 

akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, 

persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang 

mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.
4
 Jadi yang 

dimaksud akad adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian. 

4. Driver atau sopir adalah pengemudi yang dibayar untuk mengemudikan 

kendaraan bermotor.
5
  

5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan 
6
 

6. GO-JEK adalah merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia 

yang melayani angkutan melalui jasa ojek.
7
  

7. Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain 

untuk mengerjakan tugas tertentu.
8
 

Bedasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji 

dari segi hukum Islam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada 

Driver dan Konsumen Go-Jek yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter 

Go-Jek Embung Korpri). 

 

                                                                                                                                                           
3
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43. 

4
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 51. 

5
 Pengertian driver atau sopir, https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir diakses pada tanggal 27 

Juni 2020 pukul 13.10 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 750. 
7
 Pengertian Go-Jek https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 pukul 10.58 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 85. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir
https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK
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B. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah SWT, di bumi ini tidak dapat 

melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup nya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan 

orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa 

saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal 

dengan istilah muamalah.
9
 Muamalah yaitu hukum-hukum syara’ yang 

berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, 

untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, 

salah satunya dari perbuatan muamalah adalah tentang akad.  Secara istilah, 

definisi akad dengan arti umum segala sesuatu pekerjaan seseorang yang 

dilakukan dengan suatu keinginan sendiri tanpa adanya paksaan.
 10

 

Maka hubungan hukum antara driver dengan konsumen go-jek ialah 

sebagaimana seseorang menyewa pihak kedua yaitu driver go-jek untuk 

mengerjakan sesuatu atas perintah pihak pertama dengan sebuah akad sesuai 

pada aplikasi go-jek, setelah perintah itu dilaksanakan pihak kedua tersebut 

akan mendapat bayaran atas jasa dari pihak pertama. Maka dari itu akad yang 

dapat diberlakukan antara konsumen dengan driver ialah akad ijarah. Ijarah 

sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga 

manusia, karena itu akad antara driver dengan konsumen go-jek ialah termasuk 

ke dalam akad ijarah. Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai 

                                                             
9
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII 

Press, 2000), 11. 
10

 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 2. 
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bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah 

disepakati.
11

 Upah mengupah yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, 

menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfatnya.
12

 

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan 

imbalan atau upahnya. Memberikan upah kepada seseorang yang telah 

diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 أَجْرَُُ قبَبْ ََ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطوُا الَْْجِيَ 

13﴾رواُابنماجه﴿﴾أَنْ يََِفَّ عَرَقهُ
 

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). 

Hadist  di atas menjelaskan bahwa memberikan upah kepada pekerja  itu 

hendaklah kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. 

Atau dengan kata lain, kita harus segera mungkin membayar upah pekerja bila 

telah selesai kerjaannya dan hendaklah kita memberitahukan kepadanya upah 

yang akan diterimanya ketika ia masih dalam pekerjaanya atau dari awal 

sebelum ia menunaikan pekerjaannya sebagaimana akad atau perjanjian awal. 

                                                             
11

 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis) 

(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 141. 
12

 Syafe’i, Fiqih Muamalah, 122. 
13

 Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar 

Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), 817. 
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Dalam hal ini jasa angkutan ojek online atau yang biasa disebut go-jek 

yang sudah biasa digunakan jasanya oleh hampir seluruh kalangan masyarakat 

dan keberadaannya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi 

masyarakat, upah pada jasa ojek online go-jek ini sudah diatur dan jelas 

pembayaran upahnya yang di mana sudah terdapat pada aplikasi go-jek 

tersebut, bahkan sudah terdapat tempat penjemputan dan pengantara, hingga 

jarak tempuh nya. Dengan diketahuinya lokasi penjemputan dan pengantaran 

tersebut sudah jelas tujuan dan lokasi yang akan driver go-jek antarkan, driver 

dan konsumen sudah saling mengetahui nominal harga yang akan dibayarkan 

untuk jasa upah go-jek tersebut, dikarenakan aplikasi sudah otomatis 

menghitung harga jasa go-jek sesuai tempat penjemputan dan pengantaran 

serta jarak yang ditempuh sesuai yang konsumen pesankan melalui aplikasi go-

jek, driver hanya tinggal melihat aplikasi yang ia miliki agar mengetahui upah 

jasa yang akan dibayarkan dan kemana konsumen ini akan di antarkan karena 

sudah jelas terdapat pada aplikasi go-jek. Namun meski sudah jelas terdapat 

pada aplikasi go-jek, sering kali konsumen meminta driver go-jek untuk 

mengantarkan ke tempat yang tidak sesuai aplikasi atau ke tempat yang di luar 

dari tujuan yang sudah terdapat di aplikasi, yang dimana konsumen tidak 

menuliskan tujuannya pada aplikasi tersebut dari awal dan bahkan konsumen 

memintakan ke tempat dan tujuan yang berbeda, hal tersebut sangat sering 

terjadi dan konsumen memberitahukan lokasi tujuan yang tidak sesuai aplikasi 

tersebut saat berada di perjalanan menuju lokasi yang sudah sesuai titik lokasi 

pada aplikasi. 
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Latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap akadnya untuk 

mengetahui pembayaran jasa ojek online go-jek tersebut yang tidak sesuai 

aplikasi dan itu sudah di luar dari akad awal yang terjadi antara driver dan 

konsumen go-jek. Di mana karena adanya lokasi tujuan yang baru dan tidak 

sesuai aplikasi yang sudah di luar dari akad atau kesepakatan awal yang jelas 

terdapat pada aplikasi go-jek, baik harga jasa go-jek, maupun tujuan lokasi dan 

jarak yang di tempuh, karena tidak sesuai pada akad awal di aplikasi tersebut 

yang berbeda lokasi tujuan dan jarak yang di tempuh, timbul ketidak jelasan 

pembayaran upah yang akan diterima driver go-jek, apakah karena jarak yang 

berbeda akan ditambahkan biaya upah driver go-jek, atau tetap konsumen 

membayar dengan harga sesuai aplikasi. Dengan adanya kasus pemesanan di 

luar akad awal dan di luar aplikasi tersebut antara driver dan konsumen go-jek 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen GO-JEK yang 

Tidak Sesuai Aplikasi” (Studi Pada Shelter GO- JEK Embung Korpri). 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak 

terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti memfokuskan kepada 

pelaksanaan akad antara driver dengan konsumen go-jek serta pandangan 

hukum Islam mengenai praktek pemesanan go-jek tersebut karena tidak adanya 

kesesuaian pada aplikasi go-jek. Yang diteliti dengan kriteria yang sesuai 
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dengan permasalahan yaitu driver go-jek yang aktif yang menetap di shalter 

go-jek embung korpri dan paham menganai masalah tersebut serta sudah sering 

mengalami kejadiannya. 

D. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan 

fokus permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak 

sesuai aplikasi? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang akad pada driver dan 

konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui akad yang terjadi pada driver dan konsumen go-jek yang 

tidak sesuai aplikasi. 

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang akad pada driver dan 

konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru 

terhadap hukum Islam dalam melakukan transaksi pada aplikasi ojek online 

go-jek sehingga masyarakat lebih paham lagi mengenai transaksi pada ojek 

online dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut yang 

penyelesaiananya sesuai dengan hukum Islam. 
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2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakutas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa 

penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang 

jasa transportasi. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara 

spesifik tentang objek yang sama pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa 

tulisan yang membahas tetang jasa transportasi online. 

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjanah tahun 2019 yang 

berjudul “Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi 

Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Go-jek”  yang dimana penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara 

para pihak dalam layanan jasa Go-Ride, menganalisis akad yang diterapkan 

pada sistem pembayaran Go-Pay dengan para pihak dalam transaksi Go-

Ride, seta menganalisis prinsip syariah pada penerapan akad pada layanan 

jasa Go-Ride. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PT. Gojek belum 

menerapkan prinsip syariah namun terdapat beberapa unsur dalam 

perjanjian layanan jasa Go-Ride ini yang telah dapat dikatakan memenuhi 

prinsip syariah. Perjanjian layanan jasa Go-Ride menimbulkan suatu 

hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, di antaranya hubungan 

hukum antara costumer dengan PT. Gojek ialah costumer mewakilkan 

kepada PT. Gojek untuk mencarikan driver maka akad yang berlaku adalah 
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akad wakalah. Hubungan hukum antara costumer (penumpang) dengan 

driver ialah penumpang menggunakan jasa driver untuk mengantarkannya 

ke tempat tujuannya, maka akad yang berlaku ialah akad ijarah, serta 

hubungan hukum antara driver dengan PT. Gojek Indonesia pun berlaku 

akad wakalah bil ujrah.14 Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang 

akad layanan pada aplikasi go-jek, namun perbedaannya adalah berfokus 

menganalisis akad yang diterapkan pada sistem pembayaran go-pay dan 

menganalisis prinsip syariah pada go-jek, sedangkan penelitian ini tentang 

akad dan upah yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak 

sesuai aplikasi. 

2. Pada skripsi yang ditulis oleh Hendri Saputra pada tahun 2021 yang 

berjudul “Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota 

Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”  yang dimana meneliti akad 

dan sistem kerja ojek online dikota Bengkulu perspektif ekonomi syariah. 

Pada skrispi ini bertujuan untuk menjelaskan akad ojek online Grab dan 

Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Untuk 

menjelaskan sistem kerja pada pelayanan ojek online Grab dan Maxim di 

Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan hasil Praktik 

akad dalam kedua ojek online ini adalah musyarakah akad (syirkah al aqad). 

Praktik sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim bahwa 

sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek online Grab dan Maxim antara 

perusahaan kepada driver, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

                                                             
14

 Ade Ulfah Nurjannah, “Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan 

Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2019), 55. 
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kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak driver. 

Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka driver hanya 

melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan.
15

 Persamaan 

penelitian ini adalah membahas tentang akad layanan ojek online, namun 

perbedaannya adalah berfokus menganalisis sistem kerja pada aplikasi ojek 

online Grab dan Maxim, sedangkan penelitian ini tentang akad yang terjadi 

antara driver dan konsumen pada aplikasi go-jek. 

3. Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Khalimah tahun 2020 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver 

Gojek” yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian penetapan insentif driver 

Gojek di Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 

tentang perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung. Hasil 

Penelitian ini diperoleh bahwa perjanjian penetapan insentif pada driver 

gojek mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku nasional. 

Terjadinya penurunan insentif pada driver Gojek didasarkan atas kebijakan 

dari kantor operator Gojek di Bandar Lampung yang dilakukan secara 

sepihak (tidak melibatkan driver Gojek). Hal ini dimungkinkan karna dalam 

aturan yang berlaku secara nasional tidak menyebutkan atau diatur secara 

tegas melalui mekanisme musyawarah. Menurut hukum Islam perjanjian 

penetapan insentif pada driver Gojek yang berlaku secara nasional dapat 

dibenarkan karena ditetapkan melalui mekanisme musyawarah. Adapun 

                                                             
15

 Hendri Saputra, "Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota 

Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"  (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021).  
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penurunan insentif pada driver Gojek oleh kantor operator Gojek di Bandar 

Lampung tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Gojek 

secara nasional. Namun jika penurunan insentif driver Gojek tersebut 

dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui tahapan sosialisasi 

terlebih dahulu pada driver Gojek, akan lebih baik dan tidak menimbulkan 

gejolak dikalangan para driver Gojek.
16

 Persamaan penelitian ini adalah 

membahas tentang layanan aplikasi go-jek, namun perbedaannya adalah 

berfokus pada perjanjian penetapan insentif driver go-jek, sedangkan 

penelitian ini tentang akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek. 

4. Pada skripsi yang ditulis oleh Ismawati pada tahun 2019 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi GoFood” yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksaan transaksi gofood dan restoran 

gofood dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksaan 

transasi gofood. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa 

pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan 

dalam Islam. Karena sesuai dengan ijarah dzimmah, yaitu sewa atas 

manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan go-pay yaitu, 

untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan 

aplikasi gojek, dan akan simpel dan praktis menggunakan go-pay. karena 

akadnya ijarah dzimmah, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa 

(driver/perusahan gojek) untuk memberikan discount sebagai athaya dan 

pemberian yang dibolehkan oleh syara‘, dan tidak merugikan pihak driver 
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 Nur Khalimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver 

Gojek" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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ataupun konsumen.
17

 Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang 

driver dan konsumen pada layanan go-jek, namun perbedaannya adalah 

berfokus menganalisis transaksi go-food, sedangkan penelitian ini tentang 

akad yang terjadi di layanan go-ride pada aplikasi go-jek. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik pembahasan, 

kesimpulan, maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. 

Objek kajian di sini adalah bagaimana akad yang terjadi pada driver dan 

konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi dan pandangan Hukum Islam 

terhadap pembayaran upah driver go-jek yang tidak sesuai aplikasi. 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 

gejala, atau isu tertentu.
18

 Dengan ini, penulis memperoleh data dari penelitian 

lapangan langsung dalam hal transaksi ojek online atau yang dikenal dengan 

go-jek yang terjadi di shelter go-jek embung korpri yang dimana tempat 

berkumpulkan driver gojek untuk menunggu konsumen yang dapat kita 

peroleh datanya untuk kemudian diadakannya penelitia  lapangan.  
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 Anggun Dianitami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Studi Pada 

Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)"  (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan 

Lampung, 2018). 
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1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research)  

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi  

atau lapangan.
19

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, 

yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara 

tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok 

tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar 

jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami 

dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.  Dengan ini, penulis akan 

mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 

transaksi ojek online atau yang dikenal dengan go-jek yang terjadi di 

shelter go-jek embung korpri. 

2. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer 

dan data skunder, yaitu sebgai berikut:  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

                                                             
19

 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

81. 
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data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
20

 

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari beberapa driver dan konsumen 

go-jek di shalter go-jek embung korpri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti 

menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis 

adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, antara lain: Al-Qur’an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, 

dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
21

 Dalam hal 

ini yang menjadi populasi penelitian adalah driver go-jek di shelter 

embung korpri sebanyak sebanyak 20 driver go-jek dan beberapa 

konsumen go-jek. 
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 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&G (Bandung: Al 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari 

penelitian tersebut.
22

 Teknik sampling yang digunakan pada penelitian 

ini ialah purposive sampling atau teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu.
23

 Misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial 

yang diteliti.
24

 Kriteria yang di ambil yaitu driver go-jek yang aktif yang 

menetap di shalter go-jek embung korpri dan paham menganai masalah 

tersebut serta sudah sering mengalami kejadiannya. Sehingga sampel 

penelitian ini di ambil 5 orang yang sesuai dengan kreteria tersebut, 

dikarenakan sangat mendekati dan lebih paham, dan 5 konsumen go-jek 

yang pernah mengalami pemesanan go-jek yang tidak sesuai dengan 

aplikasi pada shelter embung korpri. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). 

Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak driver go-jek 

dan konsumen, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematik dan 

berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya 

                                                             
22

 Ibid, 199. 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: alfabeta, 2017), 

301. 
24
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peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara 

langsung kepada pihak tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera 

sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum 

Islam. 

b. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap 

praktek akad yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, laporan, 

agenda, dan lainnya.
25

 

5. Metode Pengolahan Data 

a.  Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
26

 Tujuannya yaitu untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

                                                             
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), 202. 
26

 Nasution, Metode Penelitian Risearch (Metode Penelitian) (Bandung: Bumi Aksara, 

1996), 122. 
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dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat 

dilengkapi dan diperbaiki. 

b. Sistematika Data (systemating) 

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah,
27

 dengan cara melakukan pengelompokan 

data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-

kategori dan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bagaimana pandangan hukum 

Islam tentang akad yang terjadi anatara driver dan konsumen go-jek yang 

pemesananya tidak sesuai aplikasi tersebut. Setelah analisa data selesai 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan 

penginterprestasian secara logis, sistematis.  

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang 

bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.
28

  

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode 

induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa 

                                                             
27

 Muhamad Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian (Bandung: Citra Astya Bhakti, 2010), 

126. 
28

 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 181. 



 
 
 
 
18 
 

yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat umum.
29

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara global dalam penelitian ini terdiri dari 3 

bagian yakni: 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman 

persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar  belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian , kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan . Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka 

awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. 

Bab II berisi tentang kajian teori tentang akad ijarah dalam islam dan 

upah mengupah dalam islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu akad 

ijarah dalam islam dan upah mengupah dalam islam. Untuk akad ijarah dalam 

islam terdiri dari pengertian akad ijarah, dasar hukum akad ijarah, rukun dan 

syarat ijarah, pembagian akad ijarah, berakhirnya akad ijarah. Dan untuk upah 

mengupah dalam islam terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun 

dan syarat upah, penentuan upah, dan macam macam upah. 
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Bab III dalam skripsi ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang 

memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dibagi menjadi tiga 

yaitu sejarah singkat go-jek, sejarah singkat Embung Korpri, dan sejarah 

singkat shelter go-jek Embung Korpri. Kemudian ada laporan hasil penelitian 

tentang akad pemesanan go-jek antara konsumen dan driver di shelter go-jek 

Embung Korpri Sukarame Bandar Lampung, serta upah pemesanan go-jek 

antara konsumen dan driver di shelter go-jek Embung Korpri Sukarame Bandar 

Lampung. 

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang analisis yang berisi tentang 

pelaksanaan akad antara konsumen dan driver di shelter go-jek Embung Korpri 

Sukarame Bandar Lampung, dan pandangan hukum Islam praktek pemesanan 

go-jek antara konsumen dan driver di shelter Embung Korpri Sukarame Bandar 

Lampung. Sebagai akhir pembahasan yaitu bab V yang berisi tentang penutup, 

yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Sementara itu untuk akhir dalam 

penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar rujukan, dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Ijarah dalam Islam 

1. Pengertian Ijarah 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ijarah adalah perjanjian (kontrak) 

dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.
30

 Sayyid Sabiq berpendapat 

dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-

iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ ijarah berarti akad 

pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran 

upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.
31

 

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan al-Ijarah yang  

diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim Ijarah 

diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga 

tertentu. Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam 

KUHPerdata mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang 

membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas 

menentukan jangka waktu. 

Di dalam hukum islam iatilah orang yang menyewakan dikenal 

dengan mu’jir, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 539. 
31

 Sri Nurhayati and Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3 (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), 228. 
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musta’jir, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah ma’jur, serta uang 

sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujrah.
32

 

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu 

kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat 

bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 

pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan 

bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah 

dalam waktu tertentu dengan pengganti. 

Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-

mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang 

menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. 

keduanya benar karena ijarah dibagi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan 

ijarah atas benda. 

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat 

dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena 

itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba 

untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab 

semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.
33

 

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa 

ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas 

penggunaan manfaat suatu barang atau jasa. Ijarah merupakan suatu akad 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah (Belrut: Danal Kitab al-’Arabiyyah, 1971), 177. 
33

 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121. 
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kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. 

Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 

mendefinisikan ijarah, “ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran”.
34

 

2. Dasar Hukum Akad Ijarah 

Sebagaimana pengertian ijarah adalah suatu akad kompensasi 

terhadap suatu manfaat barang atau jasa, istilah yang berhubungan dengan 

ijarah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa ayat 

Al-Qur’an dan Sunnah yang berkaitan dengan ijarah, yaitu : 

a. Al-Qur’an Surat At-Talaq [65]: 6 

وَإِن كُنَّ  ٓ   عَلَيْهِنَّ  ٓ  رُّوهُنَّ لتُِضَيبِّقُوآ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَا

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فبَ اَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ٓ  عَلَيْهِنَّ حَتَََّّٰ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ  ٓ  لََٰتِ حََْ ٍَ فَأَنفِقُوآ  أوُ

نَكُم بِعَْرُوفٍ  ٓ  وَأْتََِرُوا ٓ     ﴾٦لطلاق,اسورة﴿﴾أُخْرَىَٰ  ۥ وَإِن تبَعَاسَرْتُُْ فَسَتبُرْضِعُ لَهُ  ٓ  ببَيبْ

 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri 

yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
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baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq [65]: 6) 

Dari surah At-Talaq ayat 6 Allah memerintahkan kepada 

hambaNya yang beriman supaya membayar imbalan atau upah dan 

bermusyawarah dalam dalam segala sesuatu dengan baik. 

b. Al-Qur’an Surat Al-Qasas [28]: 26 

ىهُمَا يَٰ   سورة﴿﴾اِنَّ خَيبْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الََْمِيُْ ٓ  ابََتِ اسْتَأْجِرُُْ ٓ  قَالَتْ اِحْدَٰ

 ﴾٢٦ القصص,

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang 

yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qasas [28]: 26) 

Surat Al-Qasas ayat 26 dijelaskan bahwa menggambarkan proses 

penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaan upah sewa itu 

dilakukan karena jasa kekuatan pada diri seseorang dan atas amanah 

yang di berikan.  

c. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]: 233 

تُ يبُرْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ ارََادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ   ٓ  وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه ٓ  وَالْوَالِدَٰ

بِوَلَدِهَا ٓ  لََ تُضَارَّۤ وَالِدَةٌ  ٓ  لََ تُكَلَّفُ نبَفْسٌ اِلََّ وُسْعَهَا   ٓ  رِزْقبُهُنَّ وكَِسْوَتبُهُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ 

فَاِنْ ارََادَا فِصَالَا عَنْ تبَرَاضٍ مِّنبْهُمَا  ٓ  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْ َُ ذَٰلِكَ  ٓ  بِوَلَدُِ ٓ  وَلََ مَوْلُوْدٌ لَّه
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ا اوَْلََدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا ٓ  وَاِنْ ارََدْتُُّْ انَْ تَسْتبَرْضِعُوْ ٓ  لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَ 

ا اَنَّ الل َٰهَ بِاَ ٓ  وَاتبَّقُوا الل َٰهَ وَاعْلَمُوْ  ٓ  اَٰتبَيْتُمْ باِلْمَعْرُوْفِ  ٓ  سَلَّمْتُمْ مَّا

 ﴾٣٣٢البقرة,سورة﴿تبَعْمَلُوْنبَبَصِيْ 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 

ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233) 

Dari surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa upah penyusuan 

itu berlaku selama dua tahun yang diberikan kepada ibu yang menyusui 

bayinya, baik yang sudah dicerai maupun masih sebagai isteri. Pemberian 

upah dan sandang itu dilakukan dengan cara yang ma‘ruf (baik) dan jika 

ingin anaknya disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila 

orang tuanya memberikan upah yang baik. 
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d. Hadits Nabi Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطوُا الَْْجِيَ أَجْرَُُ قبَبْ ََ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

35﴾رواُابنماجه﴿﴾أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ 
 

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum 

kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah, Shahih 2434). 

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW 

memerintahkan, bayarkanlah upah itu sebelum kering keringatnya, 

artinya upah musta’jir dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain 

selesai bekerja langsung menerima upahnya. Bersegeralah dalam 

memberikan upah dan jangan menunda-nunda dalam pemberian upah 

pada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaannya. 

e. Ijma’ 

Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak 

ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun 

ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam 

tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang 

sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari 

beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu 
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disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa 

terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia 

antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. 

Ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, 

rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah 

dengan manusia lainnya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada 

dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak 

atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong 

menolong yang diajarkan agama.
36

 

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 

a. Rukun Ijarah 

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul 

dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama 

rukun ijarah ada empat, yaitu: 

1) Dua orang yang berakad 

2) Sighat (ijab dan Kabul)  

3) Sewa atau imbalan  

4) Manfaat.
37

 

b. Syarat Ijarah 

Berikut merupakan syarat sah dari ijarah, di antaranya: 
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1) Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut, apabila 

salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad 

ijarah nya tidak sah. 

2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan, apabila manfaat yang 

menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. 

3) Kemanfaatan yang disewakan dibolehkan menurut syara’, oleh karena 

itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk 

membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah 

untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
38

 

4) Objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut 

kriteria, dan realita. Serta objek ijarah bukan suatu kewajiban bagi 

penyewa. Seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat 

untuk diri penyewa. Ulama sepakat menyatakan bahwa sewa-

menyewa seperti ini tidak sah.
39

 

4. Pembagian Akad Ijarah 

Apabila dilihat dari jenis manfaatnya, Ijarah dibagi menjadi dua 

macam, yaitu Ijarah yang mengambil manfaat benda, seperti menyewakan, 

wilayah, tanah atau hewan dan Ijarah yang mengambil manfaat tenaga, 

tindakan atau jasa, seperti pekerja, buruh bangunan (Ijarah a’yan dan Ijarah 

amal). Dalam Ijarah amal, ajir ada dua macam, yaitu: 
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a. Ajir khas (ajir khusus), dapat diartikan sebagai orang yang mencari upah 

untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, dengan syarat 

hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misalnya pembantu rumah 

tangga, pegawai negri dan termasuk jasa go-jek. Ajir khas tidak 

dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat 

dalam pekerjaan dengan musta’jirnya, kecuali kalau diijinkan musta’jir 

itu. 

b. Ajir Musytarak (ajir umum), yaitu orang yang mencari upah untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau 

beberapa orang tertentu. Dengan demikian Ajir Musytarak dapat 

menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa 

memperhatikan apakah khakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau 

orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang 

diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang 

dimaksud atau tidak.
40

 

Ijarah dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu akad ijarah atas barang (sewa barang) dan 

ijarah atas jasa (jual-beli tenaga/keahlian /keterampilan yang dilakukan oleh 

seseorang (ijarah ‘ala alasykhash). Wahbah Zuhaili, dalam kitab Muamalat 

al-Maliyyah al-Mua’shirah, menjelaskan ragam ijarah dari dua segi, yaitu 

dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan.  
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum ijarah terbagi dua, yaitu 

ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau 

upah-mengupah, sebagai berikut: 

a. Sewa-Menyewa 

Yang dimaksud sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari suatu 

benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali. Dengan 

kata lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat 

dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat 

barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya.
41

 

Cara menetapkan hukum akad ijarah yaitu: Menurut Hanafiyah dan 

malikiyah, ketetapan hukum akad ijarah (sewa menyewa) berlaku sedikit 

demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek 

akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa 

bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, 

menurut syafi’yah dan hanabilah ketetapan hukum akad ijarah (sewa-

menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap 

seolah-olah seperti benda yang tampak. Sebagai akibat dari perbedaan 

antara hanafiyah dan malikiyah di satu pihak dan syafi’iyah serta 

hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara lain dalam masalah 

berikutnya: 
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1) Hubungan antara uang sewa dengan akad 

Menurut syafi’iyah dan hanabilah, uang sewa (ujrah) dapat 

dimiliki dengan semata-mata telah dilakukannya akad, karena ijarah 

adalah akad mu’awadhah yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, 

secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat 

dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik 

dalam jual beli. Menurut hanafiah dan malikiyah, uang sewa tidak bisa 

dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh 

sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan 

demikian, mu’jir (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang 

sewa sekaligus, melainkan berangsur. Hal tersebut dikarenakan 

mua’wadhah yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam 

salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang 

lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya 

keseimbangan antara hak masing-masing pihak. 

2) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad 

Menurut hanafiah dan malikiyah, mu’jir diwajibkan untuk 

menyerahkan barang yang disewakan kepada musta’jir setelah 

dilakukannya akad, dan ia tidak boleh menahannya dengan tujuan 

untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan 

sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut mereka upah tidak 

wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena 

diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum 
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ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang 

disewa mulai digunakan. 

3) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang 

Menurut hanafiah, malikiyah dan hanabilah, ijarah boleh 

disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang 

yang menyewakan: “saya sewakan rumah ini kepada anda selama satu 

tahun, dimulai bulan januari 2008” sedangkan akad dilakukan pada 

bulan november 2007. Hal teresbut dikarenakan akad ijarah itu 

berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya ma’qud alaih 

(objeknya) yaitu manfaat. Dengan demikian, objek akad yang berupa 

manfaat itu seolah-olah benda yang berdiri sendiri, dan menyandarkan 

jual beli kepada sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah.
42

 

b. Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) 

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut 

para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Ijarah 

seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, termasuk driver go-jek dan yang bersifat serikat, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 

kepentingan orang banyak. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini 

(pribadi ataupun serikat) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.
43
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5. Berakhirnya Akad Ijarah 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan atau dapat 

berkahir apabila: 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia 

berhak menerima upahnya jika telah terpenuhinya manfaat yang 

diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dengan selesainya 

pekerjaan. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
44

 

c. Ijarah juga habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik 

(seperti rusaknya baju yang disewakan untuk dijahit) karena tidak 

mungkin mengambil manfaat setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada 

gunanya melanjutkan akad.
45

 

B. Upah Dalam Islam  

1. Pengertian Upah  

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
46

 Upah 

juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari 

perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah 
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diberikan sebagai balas jasa atau kepada orang lain yang berstatus sebagai 

penerima atas jasa atau suatu manfaat. Upah di dalam bahasa Arab disebut 

dengan al-ujrah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti Al-‘iwadu 

(ganti). Oleh karena itu tawab (pahala) disebut dengan ajru atau upah.
47

  

Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau ujrah adalah 

memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan 

syarat-syarat tertentu.
48

 Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya 

jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus 

diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan 

atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah 

memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.  

Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar 

penghidupan bagi para pekerja. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus 

mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, 

sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah 

lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding 

dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup 

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah 

hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan 

menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau 

pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak 
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dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, 

adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.  

Upah yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak mengandung 

gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga 

uang), zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini 

merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad 

ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat 

dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani 

kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap 

orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat 

dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad 

adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan 

sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat 

dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).
49

 

2. Dasar Hukum Upah 

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar 

hukum ujrah adalah Al-Qur’an, Al-sunnah dan Ijma’. 

a. Al-Qur’an surah Al-Kahf [18]: 30 

ٓ  ﴾﴿سورةالكهف,۰٣ ﴾ تِ انَِّا لََ نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاا  لِحَٰ    اِنَّ الَّذِيْنَ اَٰمَنبُوْا وَعَمِلُوا الص َٰ
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“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 

Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang 

mengerjakan perbuatan yang baik itu.” (Q.S. Al-Kahf [18]: 77) 

Dari surat Al-Kahf ayat 77 dijelaskan bahwa balasan terhadap 

pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya 

dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan 

amal hambanya.   

b. Al-Qur’an surat Az-Zukhruf [43] :32 

نبْيَا ٓ  يبَقْسِمُوْنَ رَحََْتَ ربَِّكَ اهَُمْ  نبَهُمْ مَّعِيْشَتبَهُمْ فِِ الْْيََٰوةِ الدُّ وَرفَبَعْنَا ببَعْضَهُمْ  ٓ  نََْنُ قَسَمْنَا ببَيبْ

تٍ لِّيَتَّخِذَ ببَعْضُهُمْ ببَعْضاا سُخْريًِّا  وَرَحََْتُ رَبِّكَ خَيبْرٌ مَِِّّّا ٓ  فبَوْقَ ببَعْضٍ دَرَجَٰ

  يََْمَعُوْنَ ﴾﴿سورةالزخرف,٦٣﴾

 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah 

yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian 

yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf [43] :32) 

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah 

apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan 

manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat 

disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. 
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Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini 

menjadikan mereka saling tolong-menolong dan butuh membutuhkan. 

Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong-menolong dan butuh-

membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah-mengupah atau 

ujrah.
50

 

c. Al-Qur’an surat An-Nahl [16]: 97 

لِحاا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فبَلَنُحْيِيبَنَّهُ  ةا طيَِّبَةا  ۥمَنْ عَمِ ََ صََٰ أَجْرَهُم وَلَنَجْزيِبَنبَّهُمْ  ٓ  حَيبَوَٰ

 ﴾ ۷۹لنح َ,اسورة﴿﴾يبَعْمَلُونَ  ٓ  بِأَحْسَنِ مَا كَانوُا

  “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-

Nahl [2]: 97) 

Dari surat An-Nahl ayat 97 dimaksudkan bahwa balasan atau 

imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan 

imbalan akherat. Amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan 

dalil akal, Al-Qur’an dan atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. maka 

seorang yang bekerja pada suatu badan usaha dapat dikategorikan 

sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak 

memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram.  

Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, 
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akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di 

akherat 

d. Hadits riwayat ‘Abd Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, 

Nabi SAW. bersabda: 

51﴾عبد الرزاق رواُ﴿﴾قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِياا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَُُ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ 
  

 “Dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, 

maka beritahukanlah upahnya.” (H.R. Abd Razzaq). 

Hadits ini menerangkan tentang keabsahan akad ijarah di bidang 

ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa 

kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk 

mencegah terjadinya perselisihan atau konflik. 

e. Memberi upah bagi tukang bekam Dalam Shahih Muslim pada kitab Al-

Musaqah no 2954: 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الَْْجَّامَ أَجْرَُُ 

 52﴾مسلم رواُ﴿﴾وَاسْتبَعَطَ 

 “Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang 

bekam.” (H.R. Shahih Muslim). 
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Hadist diatas menerangkah bahwa Rasulullah meminta untuk 

dibekam kemudian Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam 

tersebut. Dalam hadits tersebut juga menggambarkan bahwa berikanlah 

upah atas sesuatu yang telah seseorang kerjakan. 

f. Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 

hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam suatu 

perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma’ 

bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
53

 

Mengenai disyariatkannya ijarah, para sahabat dan tabi’in, mereka 

semua telah memperbolehkan hukum ijarah, selain itu pula ada yang 

mengatakan bahwa Ijma’ ulama tentang perkara ijarah kembali kepada 

nash Al-Qur’an dan sunnah nabi yang suci, semua ulama sepakat dan 

tidak seorang ulama’ pun yang membatah kesepakatan (ijma’) ini.
54

 

g. Dasar hukum Undang-Undang  

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh Upah yang 

diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika 

buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni 

suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: 
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Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja 

kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
55

 Upah yang 

ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh 

mulai bekerja hingga saat berahirnya hubungan kerja. Tiada upah yang 

harus dibayar untuk waktu selama mana si buruh tidak melakukan 

pekerjaan yang dijanjikan. Pembayaran upah yang ditetapkan dalam uang 

harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia.
56

 

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh 

adalah melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam 

pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja 

menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah 

satu pihak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peran pemerintah dalam 

hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yag melindungi 

pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 

keluarganya. 

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan 

juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah 

                                                             
55

 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. 
56

 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 

400. 



 
 
 
 

41 
 

pengupahan (Al-ijarah) sebagimana telah diuraikan diatas , maka tidak 

ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa 

menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau 

upah-mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-

undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak 

pekerja atau orang yang telah melakukan sesuatu pekerjaan. 

3. Rukun dan Syarat Upah 

a. Syarat Upah  

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani 

memberikan kriteria sebagai berikut: 

1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 

ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 

2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan dalam akad. 

3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, 

barang, atau jasa). 

4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai 

adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak 

ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, 

tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka 

ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. 
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Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur 

dengan uang. 

5) Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-

barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau 

sejenisnya. 

6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang 

pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh 

diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.
57

 

b. Rukun Upah 

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad 

hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada 

akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya 

objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan 

qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang 

dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam 

hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya 

tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung 

padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat 

untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.  

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu 

ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai 

pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud 
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dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu 

transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. 

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu : 

1) Aqid (orang yang berakad)  

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah 

mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan 

disebut Mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan 

sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut Musta’jir.
58

 

2) Sighat 

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri 

atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) 

isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-

syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam 

ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
59

 

3) Upah 

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa 

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. Dengan 

syarat hendaknya:  

a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak 

sah dengan upah yang belum diketahui.  

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang 

dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 
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pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja.  

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang 

sewanya harus  lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang 

sewa yang menjadi objek sewa menyewa.
60

 

4) Manfaat 

Untuk mengontrak seorang musta’jir harus ditentukan bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi 

upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
61

 

4. Penentuan Upah dalam Ijarah 

Masalah yang sering muncul di permukaan dewasa ini dalam dunia 

kerja adalah yang menyangkut upah kerja. Syari’at islam tidak memberikan 

ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur’an 

maupun sunnah Rasul.
62

 

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an yang ada kaitannya dengan 

penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam 

Q.S. An-Nahl [16]: 90. 
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ى عَنِ الْفَحْشَاءِۤ وَالْمُنْكَرِ وَالْببَغْيِ اِنَّ الل َٰهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَا حْسَانِ وَايِبْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبَٰٰ وَيبَنبْهَٰ لَِْ

  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ ﴾﴿سورةالنح َ,۰۹ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”( Q.S. An-

Nahl [16]: 90) 

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pada pemberi kerja 

(majikan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para 

pekerjanya, sebab para pekerja tersebut sudah memberikan tenaganya dan 

mempunyai andil untuk menambah penghasilan bagi majikan maka majikan 

berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal 

memberikan upah yang layak. 

Dalam Ijarah, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan 

transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah 

disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah 

yang sepadan. Oleh karena itu upah bisa diklarifikasikan menjadi dua yaitu : 

pertama, upah yang telah disebutkan (ajru al-musamma) kedua, upah yang 

sepadan (ajru al-mitsli). Upah yang telah disebutkan (ajru al-musamma) itu 

syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima). 

Kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. 
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Disamping itu, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 

besar dari yang telah disebutkan sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh 

dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan 

melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan 

syara’. 

Adapun upah yang sepadan (ajru al-mitsli) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya, apabila akad 

ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut 

bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaanyya saja, apabila 

akad ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.
63

 

Untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (ajru al-mitsli) itu 

sebenarnya sulit, karena ukuran kepantasan upah kerja itu relatif, yang 

dipandang pantas oleh musta’jir seringkali masih belum dipandang pantas 

oleh ajir, sehingga masih sering terjadi tawar menawar setelah pekerjaan 

dimaksud selesai dikerjakan. 

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah 

tersebut juga berbeda-beda menurut situasi dan perbaharui oleh banyak 

faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga 

barang yang diproduksi dan taraf hidup. Faktor-faktor inilah yang oleh para 

ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan 

atau pantas, hal ini terdapat pada firman Allah SWT. Q.S. At-Talaq [65]: 6 
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وَإِن كُنَّ  ٓ  عَلَيْهِنَّ  ٓ  رُّوهُنَّ لتُِضَيبِّقُوآ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَا

 ٓ  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فبَ اَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ٓ  عَلَيْهِنَّ حَتَََّّٰ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ  ٓ  لََٰتِ حََْ ٍَ فَأَنفِقُوآ  أوُ

نَكُم بِعَْرُوفٍ  ٓ  واوَأْتََِرُ    ﴾٦لطلاق,اسورة﴿﴾أُخْرَىَٰ  ۥ وَإِن تبَعَاسَرْتُُْ فَسَتبُرْضِعُ لَهُ  ٓ  ببَيبْ

 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq [65]: 6) 

Adanya perbedaan upah diantara brbagai tingkatan pekerja adalah 

dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan 

perbedaan penghasilan dan hasil materil.
64

 

Adapun yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, 

bukan berdasarkan hasil seorang ajir, serta tidak diperkirakan berdasarkan 

batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar 

inilah para ahli menmentukan upah seorang ajir dengan memperhatikan 

nilai jasanya ditengah masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam 
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menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa 

ditentukan dengan argumentasi atau hujjah tertentu, melainkan cukup 

dengan pendapat para ahli. Ahli yang memeperkirakan upah tersebut 

henbdaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu 

pihak musta’jir dan ajir. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang 

ahli atau masih berselisih maka mahkamah atau negaralah yang berhak 

menentukan ahli bagi mereka.
65

 

5. Sistem Pengupahan 

Sistem pembayaran/pengupahan Menetapkan setandar upah yang adil 

bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari’ah bukanlah perkara 

yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang 

akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil 

dalam dunia kerja. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada 

pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyartakan mengenai 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu 

Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat 

yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia 

berhak dengan akad itu sendiri. Jika mua’jir menyerahkan zat benda yang 

disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa 

(musta’jir) sudah menerima kegunaan.
66
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